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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan
urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan
pengaturan, pembagian pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Nordiawan dan Hertianti, 2010: 25).

Otonomi Daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004



Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka
desentralisasi memperoleh sambutan postif dari semua pihak, dengan segenap harapan ditetapkan
dengan peraturan daerah merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan daerah dalam suatu
sistem yang terintegrasi.

Berdasarkan Undang- Undang No 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang dimaksud dengan pengelolaan
keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ruang
lingkup pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah meliputi :

a. Hak daerah memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman

b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar
tagihan pihak ketiga

c. Penerimaan daerah

d. Pengeluaran daerah

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,
piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan daerah

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan

tugas pemerintahan provinsi dan/atau kepentingan umum



Agar pendanaan penyelenggaran pemerintahan dapat terlaksana secara efesien dan efektif
serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang
pemerintahan maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan (Nordiawan dan Hertianti,
2010: 25). Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan penyelenggaran
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dibiayai dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 dijelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu
kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Pendapatan daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah
dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 22 ayat 1
dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah (Soleh dan Rochmansjah, 2010:65).

Selanjutnya kelompok pendapatan dari dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang



terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK).

Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Pusat Dan Keuangan Daerah pasal 1 angka 23 yang
menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus (DAK), selanjutnya disebut dana yang bersumber
dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Dalam rangka pendanaan desentralisasi
untuk membiayai kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atas dasar prioritas
nasional dan membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Kebutuhan khusus
yang dapat dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah kebutuhan yang tidak dapat
diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus Dana Alokasi Umum (DAU) dan
kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk membantu daerah dengan
kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan
sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah. Selain itu
dapat menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan
kepulauan, perbatasan darat dengan negara lain, tertinggal/terpencil, serta termasuk kategori
daerah ketahanan pangan. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) ini diarahkan pada kegiatan
investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana serta prasarana fisik
pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik
dan tidak termasuk penyertaan modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk kedalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.



Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2017 bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik terdiri dari 3 jenis yakni reguler, penugasan dan afirmasi. Ditujukan untuk medanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan

publik. Struktur transfer dana alokasi khusus sebagai berikut :

N DAK
Reguler
Transfer Dana TDan? DAK R DAK
Ke Daerah Perimbangan ranster Fisik Penugasan
Khusus
DAK
—> . .
Afirmasi

Gambar 1 Struktur Transfer Dana Alokasi Khusus

Sumber : Diolah Penulis berdasarkan Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2017

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa dana alokasi
khusus fisik reguler meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemukiman,
pertanian, kelautan dan perikanan, sentra industri kecil dan menengah serta pariwisata.
Pengelolaan setiap bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dilaksanakan sesuai dengan
pedoman teknis dan standar teknis kegiatan masing-masing bidang mengacu kepada petunjuk
operasional.

Fenomena permasalahan Dana Alokasi Khusus Fisik hampir terjadi di sebagian besar
Indonesia dalam 3 tahun terakhir yakni tahun 2015, 2016, 2017 sehingga menyita banyak

perhatian Pemerintah Pusat. Menurut Menteri Keuangan ibu Sri Mulyani berdasarkan laporan



daerah-daerah hal yang dikeluhkan terutama dari sisi pelaporan, persyaratan pencairan anggaran
dan penyerapan yang tidak maksimal (26 Maret 2018, beritasatu.com). Lebih lanjut mengenai
Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Indonesia pada tahun 2017 menyatakan bahwa penyerapan
Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik masih sangat rendah hal tersebut dikatakan setelah rapat
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (26 Maret 2018,
Bisnis.com)

Pengukuran kinerja anggaran sangat penting dalam menilai efesiensi, efektivitas
pengelolaan keuangan, pendayagunaan asset yang dimiliki, mengetahui kekuatan dan kelemahan
kinerja anggaran suatu instansi serta mengevaluasi Kkinerja anggaran dan menetapkan tujuan
kinerja di masa mendatang (Mahmudi, 2010:33). Untuk menilai kinerja anggaran Pemerintah
Daerah dapat dilakukan dengan cara melihat melalui laporan realisasi anggaran. Laporan
realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode (Darise, 2008:50).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa Kepala Daerah
menyusun laporan triwulan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terdiri atas laporan
pelaksanaan kegiatan, laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan. Selaku pemegang
kekuasaan pengelolaan keuagan daerah Kepala Daerah melimpahkan sebagaian atau seluruh
kekuasaannya  berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah selaku

koordinator pengelola keuangan daerah, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku



Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran (Darise, 2008: 125).

Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler termasuk kedalam salah satu dana perimbangan
pendapatan APBD sehingga menjadi kewenangan Kepala Daerah dalam menyusun laporan
keuangan daerah yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara
keseluruhan. Hal ini dapat disajikan dalam bentuk tabel rekapitulasi realisasi dana alokasi khusus
fisik sebagai berikut:

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Bidang Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler
Sumatera Selatan

No Bidang- Pagu Anggaran | Jumlah Realisasi Persentase
Bidang/SKPD (Rp) (Rp) (%)
1. | Bidang Pendidikan 98.720.596.000 78.704.908.503 79
2. | Bidang Kesehatan 6.511.825.000 5.209.459.000 79
3. g"'dang. Kelautan | g 514 871.000 7.451.895.000 &

an Perikanan

4. | Bidang Pertanian 3.449.732.000 1.501.859.480 43
5. | Bidang Pariwisata 2.500.000.000 2.249.696.287 90
JUMLAH 120.497.024.000 95.084.158.683 78

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2017

Pada tabel 1 mengenai laporan rekapitulasi realisasi dana alokasi khusus fisik terlihat
perbandingan antara pagu anggaran dan jumlah realiasasi anggaran dana alokasi khusus fisik
Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017 masih terdapat beberapa bidang dana alokasi
khusus fisik reguler yang belum terserap secara maksimal. Ada lima bidang yang termasuk
kedalam dana alokasi khusus fisik reguler yakni bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan
perikanan, pertanian dan pariwisata. Persentase penyerapan anggaran dana alokasi khusus fisik
reguler Provinsi Sumatera Selatan bervariasi yakni bidang pendidikan 79 persen, bidang
kesehatan 79 persen, bidang kelautan dan perikanan 79 persen, bidang pertanian 43 persen serta

bidang pariwisata yang mempunyai realisasi terbesar dari bidang lainnya sebesar 90 persen.



Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata menjelaskan
bawha kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata mencakup pembangunan fasilitas pariwisata yang
diharapkan dapat menciptakan kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan
dalam melakukan kunjungan wisata. Adapun menu pembangunan fasilitas pariwisata dimaksud
antara lain meliputi penataan kawasan pariwisata dan amenitas pariwisata sebagai berikut :

Tabel 2. Menu Kegiatan Dana Alokasi khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata
No Menu Kegiatan
Pembangunan pusat informasi wisata/ITC dan
perlengkapannya
2 | Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet
Penataan daya tarik wisata :
a. Pembuatan pergola
b. Pemasangan lampu taman
c. Pembuatan pagar pembatas
4 | Pembangunan panggung kesenian/pertunjukkan
a. Pembangunan sarana pendukung daya tarik

wisata
Penataan Kawasan 1. Kios cinderamata
A Pariwisata 2. Plaza pusat jajanan/kuliner

3. Tempat ibadah
b. Peningkatan revitalisasi sarana pendukung
daya tarik wisata
1. Kios cinderamata
2. Plaza pusat jajanan/kuliner
3. Tempat ibadah
Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak/jalan
6 | dalam kawasan, boardwalk, pedestrian dan tempat
parker
7 | Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah

a. Pembangunan dermaga wisata

1 b. Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar
B Amenitas Pariwisata (yacht)

2 | Pembangunan dive center dan peralatannya

3 | Pembangunan surfing center dan peralatannya

Sumber : Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwista




Berdasarkan tabel 2 rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik reguler bidang pariwisata
berisikan menu dan kegiatan secara nasional yang diatur didalam Peraturan Menteri Pariwisata
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata yang menjadi pedoman dalam menyusun usulan
rencana kegiatan. Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang dalam mengelola
bidang pariwisata adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sesuai
dengan amanat Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera
Selatan Pasal 4 menyatakan bahwa Dinas kebudayaan Dan Pariwisata mempunyai tugas
membantu Gubernur yang menjadi kewenangan provinsi di bidang kebudayaan dan pariwisata.
Dalam rangka persiapan teknis SKPD yakni Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi
Sumatera Selatan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan menyusun usulan rencana kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata Di
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017
No Menu Kegiatan
Gerbang Love
Dermaga
Tugu
Landskape
Jalan Setapak

Pendestrian
Halaman Parkir

Pemasangan Lampu Taman
Bangunan Tempat Ibadah

Sumber : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata Di Dinas kebudayaan Dan
Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

1 Penataan Kawasan Pariwisata

Berdasarkan tabel 2 mengenai rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik reguler bidang
pariwisata terdapat 1 menu kegiatan berupa penataan kawasan pariwisata dan terdapat 9 kegiatan

berupa gerbang love, dermaga, tugu, landskape, jalan setapak, pendestrian, halaman parkir,



pemasangan lampu taman, bangunan tempat ibadah. Dalam menyusun rencana kegiatan dana
alokasi khusus fisik reguler berpedoman pada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Bidang Pariwisata sesuai pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa SKPD berkoordinasi dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dari tabel 1 laporan realisasi anggaran bidang dana alokasi khusus fisik reguler
menyatakan bahwa persentase penyerapan anggaran tertinggi berada di bidang pariwisata sebesar
90 persen dan terendah ada dibidang pertanian sebesar 43 persen. Berdasarkan tingkat persentase
penyerapan anggaran dana alokasi khusus fisik reguler Provinisi Sumatera Selatan bidang
pariwisata menunjukkan prestasi kinerja anggaran maka yang mendapat perhatian lebih lanjut
adalah dana alokasi khusus fisik reguler bidang pariwisata dikarenakan penyerapan anggaran
tertinggi dan tidak mengalami gagal salur serta untuk membatasi permasalahan penelitian maka
hanya berfokus kepada satu bidang saja yakni dana alokasi khusus fisik reguler bidang
pariwisata yang menampilkan keberhasilan kinerja anggaran. Diharapkan melalui penelitian ini
dapat diperoleh pengetahuan dan gambaran jelas tentang keberhasilan kinerja anggaran dana

alokasi khusus fisik reguler bidang pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditarik rumusan masalah
yaitu Bagaimana Keberhasilan Kinerja Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang
Pariwisata Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran

2017 ?



C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Keberhasilan Kinerja Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler

Bidang Pariwisata Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan
pemikiran bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan
keuangan publik khususnya yang mengenai Kinerja Anggaran Dana Alokasi Khusus fisik
Reguler Bidang Pariwisata Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai
masukan bagi pihak-pihak yang berhubungan terkait dengan Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
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